
 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 55 TAHUN  2020 

 

TENTANG    

 

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka  perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 
2021 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan 

berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan 

maka perlu disusun Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021;  

b. bahwa terkait peralihan penggunaan aplikasi Simda Keuangan ke 

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih banyak 
standar harga satuan yang belum terakomodir di SK Walikota 

Nomor : 900/325/HK-KS/IX/2020 Tentang Standarisasi Satuan 

Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Harga Satuan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik   
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 1820); 

3.  Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

SALINAN 



-2- 

 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahyun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan    : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah 
Tahun Anggaran 2021.  

(2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Ini, dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang terdiri dari : 
a. Standar Satuan Harga (SSH); 

b. Standar Biaya Umum (SBU); 

c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan 
d. Analisa Standar Belanja (ASB). 

(3) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berfungsi sebagai : 
a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaaran satuan kerja perangkat daerah; 

b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan  

c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(4) Dalam pelaksanaan anggaran, standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berfungsi sebagai : 

a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan 

anggaran kegiatan; dan 

b. Estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui 

karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. 

 

 

 

 



-3- 

 
 

 

Pasal 2 

(1) Standar   harga   satuan   sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) adalah 
batas harga tertinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi 
Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah 

Tahun Anggaran 2021.  
 

Pasal 3 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 900/325/HK-

KS/IX/2020 tentang Standarisasi Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota 
Samarinda Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

                        Ditetapkan di Samarinda  

                        pada tanggal 23 Desember 2020   

                         WALIKOTA SAMARINDA, 

  

                                            ttd 

                             SYAHARIE JA’ANG 

 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 23 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

                
                           ttd 

         SUGENG CHAIRUDDIN 
 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 120. 

     
      Salinan sesuai dengan aslinya 

 Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

           Kepala Bagian Hukum, 

 
 

 

         EKO SUPRAYETNO, S.Sos. 
         NIP. 196801191988031002 

 

 
 

 

 

  


